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PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS HAKIM DALAM PENEGAKAN
HUKUM!?

Alum Simbolon?

Pendahuluan

Seluruh masyarakat yang cinta akan keadilan dan kebenaran sangat kecewa akan
penegakan hukum yang tidak baik yang dilakukan para penegak hukum. Perlakukan korupsi
yang dilakukan oleh para koruptor di negara ini sangat membutuhkan penegak hukum yang
dapat memberikan penegakan hukum yang dapat memberikan efek kepada para pelaku pelanggar
hukum di negara Republik Indonesia. Penegak hukum adalah setiap orang yang mempunyai
wewenang untuk menegakkan hukum seperti ; Hakim, Jaksa, Advokat, Polisi, KPPU dan lain-
lain. Lembaga Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang
berhubungan dengan masalah peradilan seperti Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi
(MK), Pengadilan Tinggi (PT), Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan, Kepolisian, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi
Perlindungan Anak (KPA), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham).

Pengertian Penegakan hukum dalam dua tinjauan, pertama dari sudut subjeknya yaitu
penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya
penegakan hukum hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan
hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan
mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau
menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum itu hanya
diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan
bahwa suatu aturannhukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum

apabila diperlukan aparatur penegak hukum diperkenankan menggunakan daya paksa.®
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Kedua, pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi
hukumnya. Pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit, dalam arti luas penegakan
hukum tersebut mencakup nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun
nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya

menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis saja®.

Pembahasan

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang
mempengaruhi:

(i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan
mekanisme kerja kelembagaannya;

(i)  budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,
dan

(iii) perangkat peraturan yang mendukung baik Kkinerja kelembagaannya maupun yang
mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun
hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan
ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu
sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata®.

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan
hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak
hanya berperan sebagai corong UU, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (rechts
vinding), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai
Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa
keadilan masyarakat, dalam hal memutus perkara hakim mempunyai kebebasan, sesuai dengan
salah satu unsur Negara hukum yang menyatakan bahwa bahwa adanya peradilan yang bebas
dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang

juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu
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berdasarkan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagsan tipe penegakan
hukum yang progresif®

Indonesia negara hukum tentunya segala sesuatu harus berlandaskan hukum, baik dalam
hubungan antar lembaga negara yang satu dengan yang lain, pemerintah dengan rakyat, dan
hubungan antara rakyat dengan rakyat. Begitu juga berdasarkan penjelasan UUD 1945,
dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechsstaat) bukan negara kekuasaan
(Machstaat). Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan
lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus
dipertanggungjawabkan secara hukum, karena itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum.
Sehingga konsekuensi dari negara hukum adalah hukum sebagai panglima yang memandang
siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, maupun rakyat biasa mempunyai hak dan
kedudukan yang sama dihadapan hukum’.
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